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    NOMOR  1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

SELAKU  

KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL  

NOMOR 20 TAHUN 2009  

TENTANG  

SUSUNAN KEANGGOTAAN  

DAN TATA KERJA KELOMPOK KERJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 20 

Tahun 2009 tentang Susunan dan Tata Kerja Kelompok 

Kerja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi; 

b. bahwa dengan ditetapkan kebijakan mengenai kebijakan

energi nasional, penanggulangan krisis energi dan/atau

darurat energi dan rencana umum energi nasional,

kelompok kerja Dewan Energi Nasional sudah tidak

sesuai dengan perkembangan saat ini;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi

Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan

Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja;

Mengingat :  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara

Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

7. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi

dan/atau Darurat Energi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 90);
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